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di tempat.

Sehubungan dengan penundaan pelaksanaan Workshop DAK dikarenakan pandemi Covid
19, dan merujuk surat kami sebelumnya dengan Nomor 307/P.07 /02/2020 tentang Penawaran
Workshop Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah  dalam proses Perencanaan dan
Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Angkatan I, bersama ini disampaikan kembali bahwa
Pusbindiklatren bekerjasama dengan Direktorat Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas
akan melaksanakan Workshop DAK dalam rangka meningkatkan pemahaman pemangku DAK di
daerah agar koordinasi dalam perencanaan. penganggaraan dan pemanfaatan DAK berjalan
dengan baik. Adapun pelaksanaan Workshop DAK ini melalui metode distance learning yang akan
dilaksanakan dalam 3 angkatan yaitu:

Angkatan| :01-02 Juli 2020
Angkatan Il : 08-09Juni 2020
Angkatan Ill : 22-23 Juli 2020

Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah (1) mensosialisasikan kebijakan peren
canaan hingga penganggaran DAK fisik dan non fisik (2) memberikan bimbingan teknis atas
penggunakan  aplikasi KRISNA-DAK. (3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAK kepada
perwakilan seluruh pemerintah daerah (kabupaten/kota) pengampu DAK.

Sehubungan dengan pelaksanaan workshop tersebut. bersama ini kami sampaikan
informasi sebagai berikut:

Persyaratan calon peserta adalah

Pendidikan minimal DIV/S1 ;

Masa kerja minimal satu tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi pegawai negeri sipil
(PNS), minimal golongan lll/a pangkat Penata Muda;

Umur maksimal dua tahun sebelum memasuki masa pensiun;

Terlibat dalam proses perencanaan. pemantauan dan evaluasi DAK dan mendapatkan
penugasan terkait dengan DAK dibuktikan dengan Surat Tugas dari Pimpinan Minimal 1
tahun terakhir

Peserta berkelompok dengan jumlah dua orang yang lerdiri dari satu orang dari Bappeda dan
satu orang berasal dari Dinas/OPD terkait



Sebelum pelaksanaan Workshop DAK, kami akan melaksanakan pertemuan dengan peserta
untuk menyampaikan info-info penting terkait persiapan pelaksanaan Workshop dengan
metode distance learning

Surat usulan dan formulir disampaikan kepada kami paling lambat hari Senin, 30 Juni 2020
bagi calon peserta Angkatan |, dan hari Jum'at 03 Juli 2020 bagi calon peserta
Angkatan Il, dan hari, senin 20 Juli 2020 bagi calon peserta Angkatan IIl.

Pusbindiklatren akan menanggung penggantian biaya kuota selama mengikuti workshop
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, mohon bantuan Saudara untuk dapat
mengirimkan calon peserta sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan. kepada
setiap calon peserta di kenakan biaya Pendaftaran/ADM dan Sertifikasi Sebesar 2.537.000
untuk setiap peserta. Informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Staf kami Sdr.
Dwiyanto Bambang P. (0812-2055-9627)

Atas perhatian dan kerja sarna Saudara. kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kemenlerian PPN/Bappenas



WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PROSES
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Nama
Workshop
Alokasi Waktu
Deskripsi
Singkat

OAK

Tujuan
Pembelajaran

Materi Pokok

Workshop Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Proses
Perencanaan Dan Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

17 Jam selama 2 hari

1.

N

7.

8.
1.

Diklat ini akan membekali peserta dengan kemampuan mengenai
kebijakan DAK 5 tahun sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan

Tahun 2021, kaitan kebijakan nasionai dan kebijakan DAK, proses
perencanaan, penganggaran sampai dengan monitoring dan evaluasi
Dana Alokasi Khusus (DAK) serta kemampuan rnengoperasikan
aplikasi KRISNA DAK.

. Materi workshop disajikan secara interaktif melalui metode ceramah,

tayangan, simulasi aplikasi serta diskusi baik secara online.

. Keberhasilan peserta dapat dinilai dari kemampuannya dalam

memahami kebijakan DAK di dalam RPJMN (5 tahun kedepan) dan
kebijakan DAK tahun 2021, dukungan DAK terhadap prioritas

nasional; memahami proses perencanaan, penganggaran, pemantauan
sampai dengan evaluasi DAK termasuk memahami permasalahan
perencanaan DAK yang mungkin dihadapi dl daerah, serta secara
terampil mampu menggunakan - aplikasi krisna dalam proses
penginputan usulan sampai dengan penandatanganan RK.

. Peserta memahami kebijakan DAK 5 tahun kedepan (RPJMN) dan

DAK Tahun 2021 serta kaitan kebijakan nasional dan kebijakan
DAK;

Peserta dapat menentukan prioritas pelaksanaan DAK dengan
mempertimbangkan Kondisi eksisting daerah serta
mempertimbangkan rencana pembangunan daerah dan visi dan misi
kepala daerah yang sudah disusun;

. Peserta menguasai pemanfaatan instrumen perencanaan dan

penganggaran DAK Fisik dan Non Fisik serta mampu
mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan dan
penganggan;

. Peserta memahami kebijakan dan menguasai instrumen pelaporan,

monitoring dan evaluasi DAK;

. Peserta mampu mengintegrasikan perencanaan DAK dengan kegiatan

yang didukung sumber pendanaan lainnya baik dari APBN maupun
APBD Non-DAK;

. Peserta mampu melakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan

DAK;

Peserta mampu mengoperasikan aplikasi KRISNA DAK mulai fase
pengusulan hingga penyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik;
Peserta memahami isu kontemporer terkait dengan DAK.

Memahami kebijakan umum dan Regulasi serta proses Perencanaan

dan Penganggaran DAK Fisik dan Non Fisik termasuk keterkaitan
kebijakan DAK dengan prioritas nasional

2.

3.

4.

Memahami pengalokasian, penganggaran dan penyaluran Dana
Transfer Khusus

Memahami kebijakan umum tentang Pelaporan, Monitoring dan
Evaluasi Dana Transfer Khusus

Memahami Mekanisme penganggaran APBD yang bersumber dari DAK
di Daerah

. Memahami dan simulasi susunan prioritas DAK, serta



Pengalaman
Belajar

pengintegrasian kegiatan DAK dengan kegiatan yang didukung
sumber-sumber pendanaan, baik yang berasal dari APBN maupun
APBN Non-DAK

6. Memahami dan sirnulasi penggunaan aplikasi KRISNA DAK dari
proses pengusulan sampai dengan penandatanganan RK

7. Pelaksanaan pre test dan post test

Untuk memperoleh hasil belajar, peserta menjalani serangkaian
pengalaman belajar , mulai dari membaca materi diklat, mendengar,
dan berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta
terkait dengan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi
Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pengalaman langsung (simulasi)
untuk menggunakan aplikasi Krisna di dalam di dalam keseluruhan
proses.



JADWAI WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DAIAM PROSES
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA AIOKASI KHUSUS (DAK)

HARI/
TANGGAL
Hari |

Hari ll

WAKTU
(WIB)
08.30 - 09.00

09.00-10.30

10.30-12.00

12.00 -
13.00
13.00-14.30

14.30-16.00

08.30-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30
12.30-15.30

15.30-16.30
16.30-17.00

MATERI

Pembukaan

Kebijakan umum serta Regulasi
Perenca naan dan Penganggaran.

DAK Daerah
Fisik dan Non Fisik

Proses pengaiokasian, penganggaran

dan penyaluran Dana Transfer

Khusus

Ishoma

Mekanisme penganggaran APBD

yang bersumber dari DAK di Daerah

Kebijakan umum tentang Pelaporan,

Monitoring dan Evaluasi Dana

Transfer Khusus

Simulasi penyusunan prioritas DAK,

serra pengi ntegrasian kegiatan DAK
dengan kegiatan yang didukung
sumber-s umber pendanaan, baik

yang berasal dari APBN
APBD Non-DAK

Petunjuk Teknis dan Petunjuk
Pelaksanaan DAK Fisik per Bidang
(Keseharan, Pendidikan drill

Infrastruktur)

Ishoma

Simulasi Penggunaan aplikasi
KRISNA DAK dari proses pengusulan
sampai dengan penandatanganan

RK

Monev

Penutupan

NARASUMBER

e Pusbindiklatren
« Direktorat

Otonomi Daerah
Direktorat Otonomi

Direktorat Dana Transfer

Khusus, Ditjen Dana

Perimbangan.
Kementerian
Keuangan

Direktur Fasilitasi Dana

Perimbangan dan
Pinjaman Daerah, Ditjen
Keuangan Daerah.
Kementerian Dalam
Negeri

Direktorat Otonomi

Daerah

Direktorat Otonomi

Daerah

Kepala Biro Perencanaan
Kem enteria n Kesehatan

Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Pendidikan

Kepala Pusat
Fasilirasi Infrastruktur
Daerah, Kementerian
PUPR

Direktorat Otonomi
Daerah

Pusbindiklatren
Pusbindiklatren
Direktorat






